SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11TAHUN 2007
TENTANG PENYESUAIAN TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM

SEMESTER I TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007,

telah ditetapkan Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air Minum
Semester I Tahun 2007,

. bahwa dalam rangka efisiensi pemakaian air minum Khususnya

untuk Kelompok [ Golongan Pelanggan Hidran dan Ledeng
Umum dan Kelompok II Golongan Pelanggan Rumah Tangga
Sangat Sederhana, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11
Tahun 2007tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air
Minum Semester I Tahun 2007;

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,;




Menetapkan

6. Keputgsan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerja Sama
Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan
atau Pengelolaan Infrastruktur;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 /MENKES/Per/VII/2002
tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum
pada Perusahaan Daerah Air Minum;

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan
Daerah Air Minum Daerah Khusus [bukota Jakarta;

10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1993 tentang Pelayanan Air
Minum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyesuaian
Tarif Otomatis (PTO) Air Minum Semester [ Tahun 2007;

12. Keputusan Gubernur Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi
dan Tata Kerja PAM Jaya,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG PENYESUAIAN
TARIF OTOMATIS (PTO) AIR MINUM SEMESTER I TAHUN 2007.

Pasal |

Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 11
Tahun 2007 tentang Penyesuaian Tarif Otomatis (PTO) Air
Minum Semester 1 Tahun 2007 (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 13) disisipkan
1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1A

(1) Pemakaian air pada Kelompok I sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I, khususnya untuk Golongan Pelanggan Hidran dan
Ledeng Umum, pemakaian air minumnya ditetapkan paling
banyak 10 m? (sepulub mcter kubik).

(2) Apabila pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melebihi 10 m3 (sepuluh meter kubik), maka
Pelanggan Hidran dan Ledeng Umum wajib menyertakan
dokumen berupa Kartu Keluarga (KK) pemakai Hidran dan
Ledeng Umum tersebut.

(3) Pemakaian air pada Kelompok II sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I Khususnya untuk Golongan Pelanggan
Rumah Tangga Sangat Sederhana, pemakaian air minumnya
ditetapkan paling banyak 10 m3 (sepuluh meter kubik).



(4) Apabila pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
melebihi 10 m® (sepuluh meter kubik), maka akan dilakukan
penelitian untuk pembuktian kewajaran penggunaan
tersebut dan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 71003

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHU US IBUKOTA JAKARTA,

-

YA AN YUHANAH
NIP 196508241994032003
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